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1 Reviu PBJ Tahun 2024 
dan RUP 2025



RENCANA UMUM PENGADAAN 2019 - 2024 
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CARA DAN METODE PENGADAAN TA.2024

Sumber Data SIRUP Kaltim
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Total Paket 364 304 10275 192 7410 1238

Total Pagu 2,584,073 198,055 543,378 146,874 3,922,762 701,539
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UKPBJ

Perangkat Daerah: 
5,314,554,814,907 
Total paket: 19.115

UKPBJ: 
2,782,129,899,713 

Total paket: 668

364 304 10275 192 7410 1238

2,58 T 198 M 543 M 146 M 3,92 T 701 M

Pagu Penyedia: 
8,096,684,714,620 
Total paket: 19783

Pagu Swakelola: 
2,836,738,738,104 
Total paket: 5904



Masalah Umum dalam Penyusunan RUP 



KAJI ULANG RUP TA.2024 dan 2023 

Jumlah 
pengajuan surat 
kaji ulang RUP:

2102
Tahun 2024

Tahun 2023

2X
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2 Kebijakan RUP 2025 dan 
Digitalisasi Pengadaan



Kebijakan Penyusunan RUP TA. 2025

min.40%
Produk UMKK
Perpres 12/2021 Pasal 65

min.95%
Produk Dalam Negeri
Inpres 2/2022. 

min. 30%
Metode e-Purchasing
SE LKPP 3/2023 

Cinderamata & Batik 
wajib produk lokal 
Kaltim

ATK dan Makan/ 
Minum Rapat 
mengutamakan 
metode e-Puchasing 
dan produk label halal

Mengutamakan 
hotel/restoran yang 
berkerjasama 
dengan UMKM lokal

Konsolidasi 
Pengadaan

Meningkatkan 
Pengadaan 

Berkelanjutan

31 Januari 2025
Mengumumkan 

pada SIRUP Kaltim



Kebijakan Penyusunan RUP TA. 2025

Reformasi 
Birokrasi

- PBJ wajib secara 
elektronik dari 
Perencanaan hingga 
Pelaksanaan;

- Inventarisasi realisasi 
PDN

KPA/
PPK
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KESADARAN DIGITALISASI PBJ berpengaruh terhadap 
nilai INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (sumber siukpbj 

LKPP)

Perangkat Daerah segera menyesuaikan RUP 
paska penetapan DPA

Langkah-langkah percepatan pengadaan barang/jasa:

1. Segera mengusulkan perubahan pendelegasian KPA bila ada 

kekosongan atau pergantian pejabat

2. Segera menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2025 bagi 

Perangkat Daerah yang memiliki nilai pengadaan atau jumlah paket 

yang besar dan memiliki rentang kendali yang tidak bisa dibebankan 

kepada 1 KPA, penetapan PPK berpedoman kepada peraturan yang 

berlaku

3. Memerintahkan dan memastikan KPA/PPK melakukan persiapan PBJ 

untuk mempercepat proses pemilihan penyedia 



3
Tugas dan 
Tanggung Jawab 
PA/KPA/PPK dan PP



Profil Pejabat Struktural
di Pemprov. Kaltim TA. 2024

271

302

75

63

Pejabat Administrator (Es. III)

Pejabat Pengawas (Es. IV)

Memiliki Sertifikat PBJ Dasar/Level 1 Jumlah Pelaku Pengadaan

27,7%

20,9%



Kompetensi PA/KPA/PPK dan PP dalam 
proses pengadaan barang/jasa pemerintah

Karena luasnya skala pekerjaan PPK, maka perlu dibuat suatu pengelompokkan berdasarkan 
manajemen proyek dalam mengelola suatu kontrak pekerjaan PBJP. Skala pekerjaan pada 
manajemen proyek yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Lebih lanjut 
pengelompokkan skala pekerjaan PPK disusun agar kompetensi yang dimiliki PPK sesuai 
dengan pekerjaan yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, pengelompokkan PPK dapat 
dibagi menjadi beberapa kelompok PPK dengan masing-masing ruang lingkup pekerjaan



LKPP : KALENDER PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025



Kewenangan Tugas dan Tanggung Jawab 
PA/KPA/PPK Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengguna Anggaran (PA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja; 

2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 
anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP; 
5. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 
6. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ 

Seleksi ulang gagal; 
7. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; 
8. Menetapkan PPK; 
9. Menetapkan Pejabat Pengadaan
10. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
11. Menetapkan tim teknis;
12. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui 

Sayembara/ Kontes;
13. Menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan
14. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk 

metode pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung/ E-
purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran 
paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah); atau  Seleksi/Penunjukan Langsung untuk 
paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu 
Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja; 

2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 
anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP; 
5. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 
6. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ 

Seleksi ulang gagal; 
7. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; 
8. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan 

konstruksi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja; 

2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 
anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

3. Menyusun perencanaan pengadaan;
4. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
5. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja 

(KAK);
6. Menetapkan rancangan kontrak; e. menetaokan HPS;
7. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan 

kepada Penyedia;
8. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di 

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Mengendalikan kontrak;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 

kepada PA/KPA
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan 

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menilai kinerja Penyedia;
15. Menetapkan tim pendukung;
16. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
17. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 



Kewenangan Tugas dan Tanggung Jawab PP 
Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



4
SE LKPP No 5/2024 
dan 8/2024 
Pencegahan Korupsi 
PBJ



SE LKPP 5/2024 Pencegahan Korupsi PBJP 
pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan

Upaya Pencegahan Korupsi
1. Analisis Kebutuhan: Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang 

jelas, dilarang melakukan pengadaan yang tidak diperlukan.
2. Analisis Pasar: Harus didampingi oleh tim ahli untuk memastikan 

kebutuhan pengadaan sesuai dengan kondisi pasar, terutama untuk 
proyek konstruksi.

3. Kaji Ulang Rencana Pengadaan: Pejabat terkait harus menolak 
rencana yang tidak sesuai kebutuhan.

4. Pemilihan Penyedia: Jika hanya ada satu penyedia, gunakan metode 
penunjukan langsung.

5. Penggabungan/Pemecahan Paket: Harus berdasarkan analisis 
efektivitas dan efisiensi.

6. Larangan Memecah Paket: Dilarang memecah paket pekerjaan untuk 
menghindari tender.

7. Konsolidasi Pengadaan: PA/KPA dan PPK harus melakukan 
konsolidasi pada tahap perencanaan.

8. Dokumen Perencanaan Lengkap: Dilarang melakukan pengadaan 
tanpa dokumen perencanaan yang lengkap.

9. Spesifikasi Teknis: Harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh 
diarahkan ke produk/merek tertentu kecuali dalam kondisi khusus.

10.Informasi Penyedia: Dilarang memberikan informasi yang 
menguntungkan salah satu penyedia sebelum tender. 



SE LKPP 8/2024 Pencegahan Korupsi PBJP 
pada Tahap Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak

Upaya Pencegahan Korupsi
1. Metode Pemilihan:E-Purchasing: Melalui mini-kompetisi atau 

negosiasi harga, dengan identifikasi risiko dan mitigasi korupsi.
2. Non E-Purchasing: Menghindari persyaratan diskriminatif dan 

multitafsir dalam penyusunan kriteria evaluasi.
3. Pendampingan Tim Ahli: Pokja pemilihan dapat didampingi oleh 

tenaga teknis yang kompeten untuk memastikan proses pemilihan 
berjalan sesuai ketentuan.

4. Kepatuhan pada Spesifikasi: Spesifikasi teknis tidak boleh diarahkan 
pada produk tertentu kecuali ada alasan kuat berdasarkan survei 
pasar.

5. Mitigasi Risiko Korupsi: PPK dan Pokja harus melakukan analisis 
risiko serta melaksanakan langkah-langkah mitigasi untuk 
mencegah praktik korupsi.

6. Kesimpulan: Pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah memerlukan kerjasama semua pihak untuk 
menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.



5 Implementasi 
e-Katalog Versi 6



Implementasi e-Katalog versi 6
SE LKPP 
Nomor 9 
Tahun 
2024 
tentang 
Implement
asi Katalog 
Elektronik 
Versi 6

Platform Katalog Elektronik Versi 6 telah dapat 
digunakan oleh seluruh K/L/PD

E-purchasing wajib dilaksanakan melalui e-
Katalog versi 6 untuk seluruh produk yang telah 
tersedia di e-Katalog versi 6, termasuk 
ketersediaan mekanisme pembayarannya. 

E-purchasing melalui Toko Daring tetap dapat 
dilaksanakan sampai dengan penyesuaian 
ketentuan dan penyesuaian aplikasi e-Katalog 
versi 6 

Harga satuan produk yang tercantum pada 
Katalog Elektronik Versi 5 dan Katalog Elektronik 
Versi 6 bukan merupakan harga final. Oleh karena 
itu PPK/PP harus mengoptimalkan proses 
negosiasi dan/atau mini-kompetisi dalam 
pelaksanaan E-purchasing



Alur Proses Pengadaan Implementasi e-Katalog versi 6 

Katalog Elektronik v6 memfasilitasi proses bisnis end-to-end yang terintegrasi pada satu platform (Adanya tracking atas penyelesaian 

pekerjaan/kontrak, pembuatan BAST dan pembayaran yang terintegrasi). Menghadirkan sistem pengadaan yang modern, transparan, dan sederhana 

bagi semua 



Implementasi Pembayaran e-Katalog versi 6 di PEMDA

Metode UP (PMK 58) Invoice V6 dipersamakan dengan Faktur Pajak melalui integrasi dengan sistem DJP. Nilai Kontrak dibayarkan adalah gross (termasuk Pajak).
Metode LS (PMK 59) Penyedia menerbitkan dan upload faktur pajak; PPK upload bukti potong pajak dan input nilai PPh. Nilai kontrak dibayarkan adalah nett (exclude 
PPh)
UP: PPK assign Bendahara Satker; LS: PPK assign personnel BUD.
Pembuatan dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D) tetap dilakukan sebagai proses di PEMDA masing-masing paralel dengan proses di V6 dan tetap menjadi dasar 
pembayaran. 



6
Kebijakan 
Pengadaan 
Berkelanjutan



Pengadaan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan fokus pada 

penggunaan

penggunaan

 produk

produk

 ramah lingkungan (kertas, lampu LED, dan AC).

Piloting 
Pengadaan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur 
TA.2024

TA.2024



Perencanaan Perluasan Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan TA.2025 >
Dalam rangka pengembangan pelaksanaan Pengadaan 
Berkelanjutan telah dilakukan Pembahasan Sinkronisasi Substansi 
Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan  bersama dengan Perangkat 
Daerah terkait.

Selain dari penggunaan produk ramah lingkungan yang sedang 
dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024 yaitu Kertas, Lampu dan AC, 
kedepan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana untuk 
memperluas kebijakan Pengadaan Berkelanjutan. 

Rencana Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait 
potensi peneapan Pengadaan Berkelanjutan yang lebih luas, 
seperti pengurangan penggunaan material yang berbahan plastik, 
pengelolaan sampah, mendorong mempergunakan 
produk/fasilitas UMKM, jasa katering/tata boga dan Hotel yang 
telah berwawasan lingkungan, perancangan dan pemanfaatan 
infrastruktur yang sesuai dengan persyaratan bangunan hijau dan 
penggunaan panel surya, penggunaan Pupuk Ramah Lingkungan, 
mendorong belanja penunjang peralatan/fasilitas kantor yang 
ramah lingkungan.



Pemahaman Pelaku Pengadaan terhadap 
tujuan dari pengadaan berkelanjutan

Dampak positif terhadap lingkungan 
dari pengadaan berkelanjutan?

Mengetahui terkait piloting pengadaan 
berkelanjutan / produk ramah lingkungan di 
Provinsi Kalimantan Timur?

Mengetahui piloting pengadaan berkelanjutan di 
Provinsi Kalimantan Timur di TA. 2024 adalah 
belanja Kertas HVS, Lampu LED dan AC?

Merekomendasikan pengadaan berkelanjutan 
untuk diterapkan secara lebih luas di 
Kalimantan Timur?

Tantangan dalam pengadaan berkelanjutan 
membuat Anda ragu untuk melanjutkan 
praktek ini?



Inovasi Praktik Sustainable Public 

Procurement (SPP)

Dalam upaya mengatasi tantangan dan meningkatkan 
efektivitas

efektivitas
 pengadaan berkelanjutan, Provinsi Kalimantan 

Timur
Timur

 berusaha menggunakan informasi yang ada pada 
aplikasi

aplikasi
 yang

yang
 telah berjalan di lingkungan Pemerintah 

Provinsi
Provinsi

 Kalimantan Timur 
SIRUP KALTIM

Platform digital Sistem 
Informasi

Informasi
 Rencana Umum 

Pengadaan yang dikelola 
oleh Biro PBJ 

oleh Biro 
Kaltim yang 

terintegrasi dengan SIRUP 
Nasional.

SIKAP KALTIM

Platform digital Sistem 
Informasi

Informasi
 Persediaan Barang 

yanhg dikelola Oleh BPKAD

SIPBMD KALTIM

Platform digital Sistem 
Informasi

Informasi
 Pengelolaan Aset 

Daerah yang dikelola oleh BPKAD
BPKAD

SIRA

Platform digital Sistem Informasi 
Progres Pelaksanaan Fisik dan 
Keuangan yang dikelola oleh Biro 
Administrasi Pembangunan

Pemanfaatan ini sedikit banyak telah membantu mengatasi 
tantangan

tantangan
 yang ada, tetapi juga membuka peluang baru 

untuk
untuk

 pengembangan Sistem yang lebih komprehensif

Pengembangan Institusi: 
Tim Khusus

Untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan 
dari praktik Sustainable Public Procurement (SPP), Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Timur dimasa akan dating sehubungan 
dengan rencana  pembentukan rancangan Peraturan Gubernur 
tentu memerlukan suatu  Tim Khusus SPP. Tim ini memiliki 
diproyeksikan berperan dan berfungsi dalam mengarahkan dan 
mengkoordinasikan upaya pengadaan berkelanjutan di seluruh 
instansi pemerintah provinsi.

Pembentukan Tim Khusus SPP merupakan langkah strategis 
dalam melembagakan praktik pengadaan berkelanjutan di 
Kalimantan Timur. Dengan adanya tim ini, diharapkan 
implementasi SPP dapat lebih terkoordinasi, konsisten, dan 
memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan 
pembangunan berkelanjutan di provinsi.



Terima Kasih
Oleh:

Samarinda, 7 Januari 2025
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